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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2055.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 9 Tahun
1999; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU
No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.
23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun
2022; UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 46 Tahun 2017; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 26
Tahun 2025; PerMenDagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
PerMenDagri No. 120 Tahun 2018; PermenlLH No. 27 Tahun 2025; Perda Prov
Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2023; Perda Banjarbaru No. 10 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Perda Banjarbaru No. 8 Tahun 2023; Perda
Banjarbaru No. 4 Tahun 2024; Perda No. 9 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Asas, Visi, Dan Ruang Lingkup;
Pemanfaatan Sumber Daya Alam ; Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
Tujuan, Sasaran, Kebijakan,Dan Strategi Rpplh; Target Pplh; Pemantauan, Evaluasi, Dan
Pelaporan; Koordinasi, Sinergitas, Dan Kerja Sama; Pembinaan Dan Peran Serta
Masyarakat; Sistem Informasi Perencanaan Pplh; Pendanaan; Insentif Dan Disinsentif;
Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2026 dan mulai berlaku pada
tanggal diundangkan 17 Juli 2026;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
RPPLH Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan dan pelaksanaan muatan lokal
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai periode pencapaian target atur dalam Peraturan
Wali Kota.



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi
perencanaan PPLH Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Penjelasan 6 him.

Lampiran 117 him.

Nomor Regristrasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan: 2-
47/2026.



